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UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESTA
NOMOR S TAHUN 2017
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: 8. bahwa Nepara memdjukan  Kebudayaan Nasional

Indonesia di tengab peradaban dunia dan menjadikan
Kcbudayaan scbapal investast untuk membangun masa
depan dan pecradaban bangsa demi terwujudnya tujuan
nasional sehagaimana  diamanatken oieh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (945

b. bahwa kcberagaman Kebudayaan dacrah merupakan
kekavaan dan identiras bangsa yang sangat dipertukan
untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di
tengah dinamika perkembangan dunia;

¢. bahwa untuk memajukan Kebudasyaan Nasional
[ndonesia, diperlukan langkah stratepis berupa upaya
Permajuan Kebudayaan mcialui Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna
mewujudkan masyarakat Indonesia vang berdaulat
serara  politik, berdikari  sewnra ekonomi,  dan
berkepribadian dalam Kebudayaan,

d. bahwa selama ini belum terdapat peraturan perundang-
undangan yang memadar scbhagal pedoman dalam
Pemajuan Kebudayaan Nasional I[bdonesia secara
menyeluruh dan lerpadu;

c. hahwa  berdasarkan  pertimbangan — scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huraf d
perlu membentuk Undang Undang tentang Pemajuan
Kebidaynan;

Pasal 720, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indenesia Tahun 1945;

Dengan | . .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPURLIK INDONESIA

Menetapkan

dan

PRESINDEN REPURLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN;

UNDANG-UNDANCG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BaB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dealam Undang-Undang itii yang dirnaksud dengan:

1 |

Kcbudavaan adalah scgala sesuatu vang berkaitan

dengan cipta, rasa, karsa, dan bhasil karya
masyarakat,

Kebudeyaz;m Nasional Indonesia adalah keseluruhan
proscs dan hasil intcraksi antar-Kcbudayaan yang
hidup dan berkembang di Indonesia.,

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan
kelahanan budava dan konlribust budaya Indonesia
di tengahh peradaban dunia meclalui Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan, dan  Pembinaan
Kcbudayaan.

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlaojutan
vang dilakukan

pengamanar,

Kebudayaan dengan  cars

inventarisasi, pemeliharann,
penyvelamatan, dan publikast,
adalah  upaya

Kebudavaan serta

Pengembangan menghidupkan

ekosgistem meningkatkan,

memperkava, dan menyecbarluaskan Kebudayaan,

6. Pe.rnanfaatan -
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Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek
Pemajuan Kebudeyaan untuk menguatkan ideologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
Pembinaan adalah upava pecmberdayaan Sumber
Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kcbudayaan,
dan pranata Kcbudayaan dalam meningkatkan dan
memperlues peran aktif dan insiatif masyarakat.
Objck Pemajuan Kebudayasn  adalah unsur
Kebudayaan vang menjadi sasaran utama Pemajuan
Kebudayaan.

Pukok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen
vang mecmuat kondisi faktual dan permasalahan
yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan
Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
Stratepi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah
Femajuan Kebudayaan wang berlandaskan  pada
potensi, situasi, dan kondisy Kebudayaan Indonesia
untuk mevwujudkan tujuan nasional.

Rencana Induk  Pemajuen  Kebudayaan adalah
prcdoman bagl Pemernniah  Puasal dalam
melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Sistern  Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah
[USLEMm datla ufama Kebudavaan vang
mengintegrasikan scluruh data Kebudayaan dan
berbagal sumber,

Sumbcr Daya Manusia Kcbudayaan adalah orang
yang bergiar, bekerja, danfatau berkarya dalam
bidang yang berkaitan dengan Objek Pemgjuan
Kebudayaan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan
usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan

badan hukum,

13, Pemerintah . . .
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13. Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden Republik
Indnnesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negarda Republik Indunesia yang dibanlu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang [Dasar Nepara Republik [ndonesia
Tahun 1945,

16, Pemerintah Dacrah adalah kepula dacrah sebagai
unsur pcnyvelenggara peomenntahan dacrah yang
memimpin polaksanaan urusan pemeéerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

17. Menteri adalah menten yang menyelenggaraken
wrusan pemerintaban di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan therlandaskan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indcnesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhinneka Tuneggal Tka,

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:
tolcransi;

keberagaman;

kelokalan;

lintas wilayah;

partisipaiif;

maniaat;

keberlanjutan;

4 T U~ N L -4

kebehasan berekspresi;

keterpaduan,;
kesederajatan; dan

k. gotong royung.

Pasal ¢ .
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Pasal 4

Pemajuan Kebudaysen bertujuan uniuk;
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mengembangkan nilai-nilal Juhur budaya bangsa;
mcmpcerkaya keberagaman budaya;

mempertcguh jati diri bangsa;

memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
mencerdaskan kehidupan bangsa,

meningkatkan citra bangsa,

mewyjudkan masyarakat madani;

meningkatkan kescjahteraan rakyat;

melestarikan warisan budaya bangsa; dan
mempengaruhi arah perkembangan peradaban

dunia,

schinggd Kebudayaan menjad) haluan pembangunan

nasional,

Pasal 5

Ohjek Permajuan Kebudayaan melipati:

o

a o
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tradisi lisan;

manuskrip;

adal 1sliadat,

nitus;

pengetahuan tradisional;
teknologi tradisional;
seni,

bahasa;

permainan rakvat; dan

olahraga tradisional.

BaBil ...
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PEMAJUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemajuan Kebudayaan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 7

Pemerintah Pusat danfatau DPemerintah Dacrah
melakukan pengarusatamaan  Kebudayaan melaha
pendidikan . untuk  mencapsl tujuan Pemajuan

Kcbudayaan.

Pasal 8

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

a. Pokck Pikiran Kcbudayaan Dacrah kabupaten fkats;
b. Pockok Pikiran Kebudayaan Dacrah provinsi

c. Strategi Kebudayaan, dan

d. Rencana [nduk Pemajuan Kebudayaan.

I’asal 9

Pokok Pikiran Kebudaysan Daerah kabuparten/kota,
Pokok Pikiran Kebudayvaan Daerah provinsi, Stratcg
Kcbudayaan, dan Rencana Induk Permajuan
Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang

disusun secara berienjang.

Pasal 10 ...
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tasal 10

(1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daecah kabupaten/kata
menjadi dasar penyvusunan dan dimuat dalam Pokok
Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

{2) Pokok Pikiran Kcbudayaan Daerah praovinsi menjadi
bahan dasar penvusunan Strategl Kebudayaan.

{3] Stratcgi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan
Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

(4] Rencena Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi
dasar pecnyusunan dan dimuat  dalam  rencana
pembangunan jangka panjang dan rencana
pembangunan jungka menengah.

Pasal 11

(1} Penyusunan Jlokok HMkiran Krebudayaan Daerah
kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Dacrah
dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli
vang memiliki kompctensi dan kredibilitas dalam
Ohjek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

(2} Pokuk Pikiran Kebudayaan Dacrah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] berisi:

g, identifikasi keadaan terkint dari perkembangan
Objck Pcmajuan Kebudayaan di kabupatgnf kota;

b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayean,
lembaga Kebudayaan, dan pranalta Kebudayaan
di kebhupaten /kota;

c. 1dentifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di
kabupaten fkota;

d. identifikasi potensi masalah Pemajuan
Kebudavaan; dan

¢. analisis dan rckomendasi untuk implementasi
Pemajuan Kcbudayaan di kabupaten/kota.

(3] Anggaran . . .
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Anpgaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan
Dacrah  kabupalen/fkola  dibebankan  kepada
anggaran pendapatan dan belanja dacrah.
Pokok Pikiran Kehudayaan Daerabh kabupaten/kota
ditctapkan dengan Keputusan Bupati fWabikaota,
Ketentwan lebih  lanjut mengenai tata cara
penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
kabupaten/kata scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4] diatur dengan Peraturan
Presiden.

Pasal 12

Penoyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerab

provinsi dilakukan oleh Pemerintah Dacrah dengan

melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli vang
terlibat dalam  penyusunan Pokok  Pikirun

Kebudayaan Deerah kabupaten/kota dalam provinsi

terscbut dan/atau pemangku kepentingan.

Pokok Pikiran Kebudavaan Daerabh  provinsi

sebapairmana dimaksud parda ayac {1) berisi:

a. Pokok Pikiran Kcbudayaan Dacrah
kabupatenjkota di dalam wilayah provinsi
tersebuat;

b, identifiknsi keadaan terkini dari perkembangan
QObjck Pemajuan Kebudaysan di provinsi,

e. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan,
lembaga Kebudavaan, der pranata Kebudayaan
di provinsi, |

d. identifikssi sarana dao prasarana Kebudayaan di
Provinsi,

c. 1dentifikasi potcnsi masalah Pemajuan
Kehbudayaan, dan

. analisis den rekomendasi untuk implementasi
Pemajuan Kebudayaan di provinsi.

(3) Anggaran . . .
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Angparan penyusunan Pokek Pikirarn Kebudavaan
Dacrah provinsi cibebankan kepada anggaran
pendaparan dan belanja daerah. |
Pokok Pikiran Kebudavaan Daerah provinsi
ditctapkan dengan Keputusan Gubernur.,
Ketentuan  lebih  laojul  mengenal  {ata cara
penyusunan Pokaok Pikiran Kebudayaan Daersh
provinsi sebagaimana dimaksuc peda ayat (1)
sampal dengan avat (4] diacur dengan Peraturan

I’resider..
Pasal 13

Strategi Kcbudayaan disusun olch Pemerincah Pusat
dengan meclibatkan masyarakat melalui para ahii
vang mcmiliki kompectensi dan xredibilitas dalam
Objek Permaguen Kebudayvean.

Strategi Kcbudayaan berisi:

a. abstrak  dari dokumcn  ['okok  Tikiran
Kebudayaarn Dacrah provinsi, Pokek Pikiran
Kebudayaarn Dacrah kabupatenj/kota, dan
dokurner Kebudayaan lainnya di [ndonesiy;

b. visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tebun
ke dcpan;

c. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk
memperccpat pencapajan visi  sebagaimana
dimaksuc pada huruf b; dan

d. rumusan proges dan melode wlama pelaksanasn
Pemajuan Kebudayaan.

Stratepi Kehidlayaan sebaguimana dimaksud pada

ayat (2) dilengkapi dengan:

a. peta perkembangan Objek Pernnjuarn

Kcbudayvaan di scluruh wilayah Indonesia,

b. peta . ..
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b. peta perkembangan faktor budaya di Tuar Objek
Pemajuan Kebudayaan,

c. peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan,
lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan
di seluruh wilayah [ndonesia;

d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di
seluruh wilayah Indoenesia;

e, pela permasalahan da.am Pemajuan Kebudayaan
di scluruh wilayah [ndonesia;, dan

f. analisis permasalahan dalam Pemajuan
Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia,

Penyusunan Stratcgi Kebudayaan dilakukan dengan:

a. menggunakan pendekatan vang komprehensif

b. menvusun kajian yang bersifat multidisipliner;
dan

c¢. memperhatikan  sifat  saling  terkait, saling
terhubung, dan saling tergantung anlarc-
Kcbudayaan di Indonesia.

Anggaran  penyusunan Strategl Kebudayaan

dibebankan kepada anggaran pendapatan dar

belanja negara.

Stratcgl Kebudayaan ditctapkan olch Presiden.

Ketentuan  letin lanjul  mengenat  tala cara

penyusunan Strategi  Kebudayaan sebagaimans

dimaksud pada avat (1) sampai dengan ayat ()

diatur dengan Peraturan Presider,

Pasal 14

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun aleh
Menteri berkaordinasi detgan kementerian/lembaga
terkait,

(2) Rencana . . .



{2

{3l

(4]

(1)

(2)

[3)

(4}

¥,
Sk

%,

FRESIDEAN
REPURIIK INDONESIA

= Y =
Rencana Induk Pemajuan Kebudaynan bensi:
a. visi dan misi Pemajuan Kcbudayaan;
b. tujuan dan sasaran; |
C. PpCICncanaan:
d. pembagian wewcenang; dan
e. alat ukur capaian.
Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun
untuk jangka waktu 20 ([dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali sctiap 3 {iima) tahun.
Ketentuan lebih lanjul mengenal Rencana Induk
Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), ayat (2}, dan ayat (3) distur dengan

Peraturan Pemerintah.
Pasal 15

Menteri membeniuk Sistem Pendatagn Kebudayaan

Terpadu untuk mendukung pelaksanasn Petnajuan

Kcbudayaan.

Sistern Pendataan Kebudayaan Terpadua berisi data

mengenai:

a. Objek Pemajuan Kebudaysan;

b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga
Kebudayaan, dan prarata Kebudayaan;

c. sarana dan prasarana Kebudayaan, dan

d. data lain terkait Kebudavaan.

Data sebpgaimana dimaksud pada ayat (2) yang

dikelola aleh kemeniérian alau lembaga terhubung

dengan Sistem Perdataan Kebudayaan Terpadu.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

terhimpun dalam Sistem Pendataan Kebudavaan

Terpadu digunakan sebagai acuan data utama

dalam Pemajuan Kebudayaan,

(8) Sistem . ..
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Sistern Pendatann Kebudayaan Terpadu harus dapat

diakses nleh Setiap Orang.

Pengelolaan Sistern Pendaraan Kehudayaan Terpadu
harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan,
dan kctahanan nasional.

Ketentuan lebih Janjut mengena) Sistem Pendataan
Kebudavaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayar (6] diamur dengan

Peraturan Pemernintai.

Bapian Kcdua
Pelindungan

Paragral 1

Invenlansas)
Pasal 16

Inventarisasi Objek PPemajuan Kebudayaan terdiri
atas tahapan:

a. pencatatan dan pendekwmnentasian;

I, penetapar; dan

c. pemutakhiran data.

Inventarisasi Objek  Pernajuan Kebudavaan
dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudavaan
Terpadu.

Pasal 17

Pemerintah Pusal dan/atau Pemenintah Dacrah scsuai

dengan kewcenangannys wajib melakukan pencatatan

dan pendokumentasian Ohjek Pemejuan Kebudayaan.

Pasal X8 . ..
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Pasal L8

Setiap Orang dapal melakukan pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pemerintah  Pusat dan/fatau Pemerintah  Dacrah
nemfasilitasi Setlap Orang  yang  mclakukan
pencatatan dan pendokumentasian Ohjek Pemajuan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
Ketentuan  lebin  langjut mengenai  memfasilitasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan
pendokurnentasian Objek Pemajuan Kebudayaan,
Penetapan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
wajib dilakukan melalui tehapan verifikasi dan
validusi,

Daiam melakukan verifikasi dan validlasi
schagaimana dimaksud pada ayat (2], Mecnterl
berkoordinasi dengan xementerian/lembaga dan
rmelibalkan ahlt di hidang terkait,

Pasal 20

‘cmerintah Pusat danfatau Pemerintah  Dacrah
wejib  melakukan  pemutakhiran  data  Objck
Pemajuan Kebudayaan yang tclah ditctapkan.

Sedap Orang dapac melakukan pemurakbiran dats
Ohjek Pemajuan Kebudayaan.

Permmutdakhiran data Objck Pemajuan Kebudayaan
wajih diveriftkasi dan divaiidas: oleh Menteri.
Pemurakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan
dilakukan secara berkala dan berkelanjulan.

Pasal 21 . ..
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Pasal 21

Ketentuan lehib lanjul mengenal inventarisasi Objek
Pemajuan Kebudayaan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 diatur deogan
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasn! 22

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Dacrah
wAjib  melakukan pengamanan Objek  Pemajuan
Kebudayaan.

(2] Sctiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan
pengamanan Objck Pemajuan Kebudayaan.

(3| Pcngamanan Objck Pemajuan  Kebudayaan
dilakukan- untuk mencegah pihak asing tidak
melakukan klaim atas kekayaan intelekiual Objek
Peraajuan Kebudayaan.

{4] Pengamanan Objck Pemajuan Kebudayaan
dilakukan dengan cara:

a. memutakhirkan data dalam 8istem Pendataan
Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus,;

b. mewariskan Objek Pemajuan  Kebudayaan
kepada generasi berikutnya; dan

c. memperjuangkan Objek Pemyjuan Kebudayaan
sebagai warisan budaya dunia.

Pasa. 23
Ketentuarn: lehih Janjul mengenal pengamanan Objck
Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 diatur dengan Peraturan Pemnerintah.

Paragraf 3. ..
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Paragral 3
Pemneliharaan

Pasal 24

(1) Pemenntah Pusat danjfatau Pemerintah Daerah

wajib melakukan pemcliharaan Objek Pemajuan

Kebudayaan,

(2) Sctiap Orang dapat berperan skiif dalarn melakukan

pemcliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan,

(3) Pemcliharaan  Objek Pemajuan Kebudayaan

dilakukan untuk menccgah kerusakan, hilang, arau

musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

(4} Pemeliharaan Objek  Pemajuan Kebudayaan

dilakukan dengan cara:

da.

menjaga nilai keluburan dan kearifan Objek
Femajuan Kebudayaan,

menggunakan Objek Pemajuan  Kebudavaan
dalam kehidupan schan-han;

menjagd  keanekaragaman  Objek  Pemajuan
Kebudayaat,

menghidupkan dan mEnjERR ckosisiem
Kebudayaan untuk setiap Objek  Permajuan
Kebudayaan; dan

mewariskan  Objek Pemajuan Kebudayaan

kepada generest berikutnyva,

Pasal 25

Kerenruan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek

Pemajuan Kcbudavaan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 distur dengan Peraturae Pemerintah,

Paragraf 4 . ..
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Paragrafl 4

Penyefamatan
Pasal 26

(1] Permerintah Pusat danfataa Pemenntah Dacrah
wajib meclakukan penyelamatan Objek Permajuan
Kebudayaan,

{2) Sctiap Orang dapat berpéran aktif dalam melakukan
penyelamalan Objek Pemajuan Kebudayaan.

{3) Penyelamatan  Objek  Pemeajuan  Kebudayaan
dilakukan dengan cara:

a. revitalisasi,
b. repatnasi; dan/atau

C. Trescorasi.
Pasal 27

Ketentuan lebih lanmjut mengenat penyelamatan Objek
Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 diatur dengan Peratucan Pemerintah,

Paragral 5
Publikasi

Pasal 28

(1} Pemecrintah fPusat danfatau Pemerintah Dacrah
wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang
berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan,
pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan

Kebudayaan.

(2) Sedap . . .
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(?) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakuken
publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan
inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan
penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Publikast dilakukan untuk penyebaran infarmaesi
kepada publik baik di dalam negern maupun di luar

negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasa. 29

Ketentuan lebih lanjut mengeoai publikasi (crhadap
informasi yang berkaitan dengan inventarisasi,
pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Oljek
Pemajuan Kebudayaan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 diatur dengan Peratiiran Pemerintah.

Baglan Ketiga
Pengembangan

Pasal 30

(1] Pemerintah Pusat <an/fateg Pemerintah Daerdh
harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan
Kebudayaan.

(2) Setiap Orang dapat mclakukan Pengembangan
Objek Pemajuan Kebudayaan.,

(3) Pengembangan Objck Pemajuan  Kebudavaan
dilakukan dengan cara:

a. penyebarluasan;
b. pengkajian: dan
. penpayaan keberagaman,

Pasal 31 . ..
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Pasal 31

Ketenran lebih lanjut mengenal Pengembangan Objek
Pemajuan Kebudavaan sebagaimana dimaksud dalam

I’asal 3¢ diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemaniaatan
Pasal 32

(1] Pemerintah Pusat, Pemerintah Dacrah, dan/atan
Sctiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objck
Pemajuan Kcbudayaan.

(2] Pemanfaatar Objek Pemajuan Kebudayaan
dilakukan untuk:

a. mcmbangun karakter bangsa,

b. mecningkatkan ketahanan budaya,

c. mcningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

d. meningkatkan peran aklf dan  pengaruh
Indnnesia dalam bubungan internasional.

Pasal 32

{1) Pemanfasran Objek Pemajuan Kebudayaan uniuk
membangun karakter bangsa dan meningkatkan
ketahanan budaya scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 avat (2) huruf a dan huruf b dilakukan
melalus:

a. intecrnalisasi nilai budaya;

INOVASs],

peningkatan adaptas) menghadapl perubahan;

komunikasi lintasbudaya; dan

- T

kolaborasi antarbudaya.

(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Ohjek
Pcmajuan Kebudayaan untuk membangun karakter
bangsa dan meningkatkan kclahaném budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diatur dengan

Peraturan Pemerintah.
Pasel 34

(1} Pemanfaatan Objck Pemajuan Kebudayaan untuk
meningkatkan kesejahteraan muasyarakal
scbagaamana dimaksud dalam Pasal 32 ayar (2]
huruf ¢ dapat dilakukan melalw pengolahan Objek
Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.

(2} Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan tnenjadi
produk  scbagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilakukan dengan ictap menjaga nilat keluhuran
dan keanfan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3] Ketentuan lebib lanjut mengena pengolahan Objek
Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} diatur dengan

Peraturan Pemcrintah.
Pasal 35

{1) Permmanfaaran Objek Pemgpjuan Kebudayaan untuk
meningkatkan peran aktif dan pengaruh [ndonesia
dalam  hubungan internasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan
melalui:

a. diplomasi budayva; dan
b. pcningkatan kerja sama intcmasional di bidang
Kebudayaan.

(2) Pemnanfaatan . . .
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Pemanfaatan Objck  Pemajuan  Kebudayaen
stbagalrmmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai denhgan ketentuan peraturan  perundang-

undangat.

Pasal 36

Untuk mendukung Pemanfaatan Objck Pemajuan
Kebudayaan, Pemerintah  Pusat  secara  akuf
melakukan pengelolaan terhadap produk  hasi,
pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 avat (1).

Ketentuan  lebih  Janjut  mengenal  pengelelaan
terhadep produk sebagaitnana dirmaksnd pada ayat

{1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1’asal 37

Indusino besar dan/atau pihak asing yvang akan

melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan

Kebudayaan untuk kepentingan kamersial wajib

memiliki izin Pemanfeatan Objek  Pemajuan

Kebudayaan dari Menteri.

lzin sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat;

a. memiliki persetujuan atas dasur informasi awal;

b. pembagian manfaat; dan

c. pecncantuman  asal-usul  Objek Pemajuan
Kebudayaan.

Pemerintah Pusar harus mempergunakan hasil dan

pembagian manfaat scbagaimana dimaksud pada

ayat (2) huriuf b untuk menghidupkan dan menjaga

ekosistem Objek Pemajuen Kebudeyaan terkail.

t4) Kctentuan . .
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{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai i1zin Pemanfaatan
Objck  Pemajuan  Kcbudayaan — sebagaimana
dimmaksud pada ayvat (1), avat {(2), dan ajat (3} diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

(1] Industri besar dan/atau pihak asing vang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1] dikenai sanksi administratif.

(2) [ndustri besar dan/fataun  pihak asing wvang
menyalahgunakzn 1Zin Pemanfautan Objek
Pemujuan Kebudayaan sebagaimana  dimaksud
dalatn Pasal 37 avat (1) dikenai sanksi administratif.

{3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dan ayat {2) berupa:

a. leguran lisan;

b. teguran rerrulis;

¢. denda administratif:

d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
¢. pencabutan izin.

(3) Ketentuan  lebih lanjul mengeénar tafa cars
pengenaan  sanksi administratif  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat {2), dan ayat (3) diatur

dengan Peraruran Menteri.

Bagian Kclima

Pembinaan
Pasal 39

(1) Pemenntah Puvat dan Pemerintab Daerah  harus
melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan,

(2} Pembinaan . . .
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{2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah

dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan,
lerabaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.

{3) Peningkatan mutu  Sumber Daya  Manusia

Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata

Kcbudavaan dilaxukan melalu:

a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang
Kebudayaan;

b. standardisasi dan scrtibkasi Sumber Daya
Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan
dan tuntutan,; danjataun

¢. peningkatan  kapasites tala  kelola  lemnbaga
Kebudayaan dan pranata Kcbudavaan.

P"asal 40

Ketentuaen lebih lanjut mengenai Pembinaan Pcmajuan

Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

diatur dengao Peraturan Pemerintah.

BAB LI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 41

Setiap Orang berhak untuk:

a.
B

berekspresi;

mendapatkan pelindungan atas bhasil ekspresi
budayanya;

berpartisipasi dalam Pemajuan Kcbudayaan,;
mendapatkan akses informasi mengenai
Kebudavaan,

memanfaatkan sarara dan prasarana Kebudayaan;

dan

f. memperaleh. . .
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memperofch manfaat dan Pemajuan Kebudavaan

uniuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 42

Setiap Orang berkewajiban untuk:

d.

b
c.
d

mendukung upava Pemajuan Kebudayaan,
memclihara kebinckaan;

mendorong lahimya interaks) antarbudaya,;
mempromaosikan Kebhudavaan Nasional Indonesia;
dan

memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 43

Dalartn Pcmajuan Kcbudayaan, DPemecerintah [Pusat
bertugas:

T > 00

menjamin kebebasan berckspresi;

menjermin pelindungan atas ckspresi budaya,
melaksanakan Pemauan Kebudayaan;

memelihara kebinekaan;

mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
menyediskan sarane dan prasarana Kebudayaan,;
menyediakan sumber pendenasan untuk Permajuan
Kebudayvaan,

mendorong peran akuf dan imisiatil masyarakat
dalam Pemajuan Kebucdaysan;

L, menggunakan . ..
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menggunakan Kebudayaan scbagai salah satu meda
diplomasi internasional;

meningkatkan kerja sama internasional di bidang
Kebudayaan, dan

menghidupkan dan menjaga ckosistem Xebudavaan
yang berkelanjutan.

Pasal 44

Dalam Pemajuan Kcbudayaan, Pemcrintaly Daerab

sesudl dengan wilayah administratifnya, bertugas:

4.
b
e,
d.
e
f.
E

h

menjamin kebebasan berckspresi;

menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
melaksanakan Pemajuan Kebudayaan,

memelihara kebinekaan; ,

mengelola informast di bidang Kebudayaan;
menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
menycdiakan sumber pendanaan untuk Pemajuan
Kebudayaan,;

membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam
Pemajuan Kebudayaan;

mendorong peran aktif dae inisiatif masyarakat
dalam Pemajuan Kebudayaan; dan '
menghidupkan dan menjaga ¢kosislern Kebudayaan

yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagsimana  dimaksud
dalam P’asal 43, Pemerintah Pusat berwenang:

a. merumuskan . . .
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merumuskan dan menctapkan kebijakan Pemajuan
Kcbudayaan,
merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi
Pemajuan Kebudayaan;
merumuskan dan menetapkan mekanisme
pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan,; dan
mcrumuskan dan menetapkan norma, standarc,

prosedur, dan kriterin Pemyjuan Kebudayaan,

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 44, Pemerintah Daerahh sesuai dengan

wilayah administratifnya, berwenang.

a.

mecrumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan
Kebudayaan;

mercncanakan, menvelengpgarakan, dan mcngawasi
Pemajuan Kebudayaan,

merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan
masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
merumilskan dan rnenaetapkan mekanisme

pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

BABYV . ..
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BABR WV
PENDANAAN
Pasal 47

Peodanaan Pemajuan Kebudayaan didasarkan atas

pertimbangan investasi.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 48

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan rmenjadi

tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerirtah

Dacrah.

Pendanaan scbagaimana dimaksud pada ayat |1)

berasal dari:

a, angparan pendapalan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. masyarakat; danj/atau

d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuaij
dengan  ketentuan  peraturan perundang-

undangan.
Pasal 49

Dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan,
Pemerintah  Pusat membentuk dana  perwalian
Kebudayaan,

Pembentukan dana perwaliat Kehudayaan
scbagaimana dimaksud pada ayet (1) dilaksangkan
gesual dengan  ketentuan peraturan  perundang-

undangan,

BAB VL. ..
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BAR VI
PENGHARGAAN
Pasal SO

Pemerintah Pusar, Pemerintah Daerah, dan/atau
Scttap Orang dapat memberikan penghargaan yang
sepadan kepada pihak yang berprestast ataug

_ berkontribusi luar biasa scsual dengan prestasi dan

{2]

{1]

{2)

{3)

kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.
Ketentuan mengenal  kriteria pihak scbhagaimana
dimaksud pada =yat (1) dan tata cara pemberian

penghargaan diatur dengan Peraturan Femerintah.,
Pasal 51

Selaitt Penghargaan sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional
Indonesia, Pemerintah Pusat danj/atau Pemerintah
Dacrah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya
Manusia Kebudayean yeng berjasa den/fetan
berprestasi luar biasa dalam P’emajuan Kebudayaan.
Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya
Muanusia Kebudayaan yacg berjasa dan berprestasi
luar biasa scbagaimana dimaksud pada avat (1)
digunakan untuk mengembanghkan karvanya,

Ketentuan mengenai krileria Sumber Daya Manusia
Kebudavaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan tata cara pemberian fasilitas  sebagaimana
dimaksuc¢ pada ayat (2] diatur dengan Pcraturan

Pemerintah.

Pasal 52 ...
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Pasal 52

(1) Pemerintsh Pusatl danfalau Pemenntah Dacrah
dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang
vang mcmbenikan kontribusi dalam Pemajuan
Kebudayaan,

(2) Ketentuan mengenal  krileria  Sctiap  Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan tata cara
pemberian  insentid  diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 53

Setiap Orang  dilarang secara melawan hukum
menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau
mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan
prasarand Pemajuan Kebhudayaan.

Pasal 54

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
meclakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem
Pendateaan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungs:
scbagaimana mestinya.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Settap Orang yang  secara melawan hukum
menghancurkan, merusak, menghiangkan, atau

mengakibatkan . . .
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mengakibatkan ctidak dapat dipakainya sarana dan
prasarang Pemajuan Kcbudayaan  sehagaimana
dimaksud cdalam Pasal 53 dipidana dcngah pidana
penjara paling lama 5 (lima)] tahun dan pidana denda
paling banyak Rpl0.000.000.000,0¢ (sepuluh miliar
rupiah}.

Pasal 56

Setiap Orang vang sccara melawan hukum melakukan
perbuatan  yang mengakibatkan Sistem  Pendataan
Kebudayaan — Terpadu tidak dapat.  berfungs
sebagaimana mestinya scbagaimana dimaksud daiam
Pasal 54 dipidana dengan pidana pcnjara paling lama 10
{sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak
Ryp10.000.000.000,00 {sepulub miliar rupiah).

Pasal 57

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suvatu
korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnyva, pidena  yang dapat  dijjatuhkan
terhadap korporasi berupa pidana denda dengan
pemberatan 3 (iga] kali darni pidana denda
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal
56.

(2) Selain pidana denda scbagaimana dimeksud pada
ayat (1), korpurasi dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa:

a. pencabutan izin usaha;

b. perampasan kcuntungan yang dipernieh  daci
tindak pidana,

c. pencabutan starus badan hukum;

d. pemecatan pengurus; danfatau

€. prlarangan . . .
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t. pelarangan kepada pengurus fersebul untuk
mendinikan korporasi dalam bidang usaha yang

SATH.
Pasal 55

Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 55,
Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejabatan.

BADR 1X
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5%

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, scmua
peraturan perundang-undangan vang berkaitan dengan
Objek Pemajuan Kebudayaan, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketenluan
dalam Undang-Undang ini.

%asal bO
Peraturan pc]aksaﬁaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 61

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.'

Agar . ..
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Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negars Republik

[ndonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDQNESIA,

ttd.
YASRONNA H. LADLY

LEMBARAN NECARA REPUBLIK [NDONESTA TAITUN 2017 NOMGOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEM E\ITER [AN SEKRETARIAT NEGARA
BU K INDONESIA
anp Pembangunan Manusia
cbuda}'a an,
dan Perundang-undangan,
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDAN(: REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

UMM

Tuhan Yang Maha Esa tclah menganugerahkan bangsa
Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat,
hahasa, pengetahuan dan teknalagi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan
seni. Keberagaman terscbut merupakan wansan budaya bangsa
bernilai lubur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika
perkernbangan dunia.

Pembukaan Undang—Un(_]ang Dasar Negara Republik Tndonesia
Tahun 1943 mcngamanatkan tujuan nasicnal bangsa Indoncsia,
vaitu melindungi segenap bangsa [ndonesia dan selurubh tumpah
darah Indonesia dan untuk tmemajukan kesejahteraan wnum,
mencerdaskan kehidupan bangse, dan ikut mclaksanakan ketertiban
dunia vang berdasarkan kemerdeckaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Selanjurnya, Pasal 32 ayat {1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1943 mengamanatkan bahwa
*Ncgara mcmajukan kcbudaymman nasional Indonesia di tengah
pcradaban' dunia dengan menjamin kebebasan rﬁasyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilei budayanya®.

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan
hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di
Indonesia. Perkembangan tersebul bersifal (iinénlis. yang ditandad
aleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negen
maupun dengan budayd lain dan Juar [ndeonesia dalam proscs

dipamika perubahan dunia. Dalam  kontcks terscbut, bangsa

Indoncesia . . .
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Indonesia menghadapl berbagai masaleh, tantangan, dan peluang
dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. _

Untuk itn, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan
Kebudayaan melalul Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan
Pembinaan guna mcwijudkan masyarakat Indonesis sesuai dengan
prinsip "Trisakti” yang disampaikan oleh Tr. Soekarno schagal pendin
Negara Kesatluan Republik Indonesia dalam pidato tanpgal 17
Agustus 1964, yattu berdaulat sccara politik, berdikari secara
ckonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan terschut
barus dipandang sebagal investasi uniuk membangun mass depan
dan pecradaban bangsa, bukan scbagai beban biaya.

Pemajuan Kebudayaan Nasional lndonesia dilaksanakan
berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Tahun 1945, Nepara Kesatuan Republik Indoncsia, dan
Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudaysan Nasional
[ndonesia adalah toleransi, keheragaman, kelokalan, lintas wilavah,
partisipatif, rmanfaat, keberlanjulan, kebehasan berekspres),
keterpaduan, kesederajatan, dan potong royong. Adapun tujuannya
adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa,
memperkaya keberagaman budaya, mempertegul jatli din bangsa,
memperteguh  persatuan dan  kesatuan bangsa, mencerdaskan
kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan
masyarakat madani, meningkatkan kesejahieraan rakyat,
melestarikan warisan budava hangsa, dan mempengaruhi arah
perkernbanguﬁ prradaban dunia schingga Kcbudayaan menjads
haluan pembangunan nasional.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indoncsia
diperlukan payung hukum yang mcmadai scbagai pedoman dalam
Pemajuan Kcbudayaan secara menyeluruh dan terpadu sehinggs

perlu disusun Undang-Undang rentang Pemajuan Kebudayaan,

Undang-Undang . . .
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Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan sccara umum
mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak
dan Kewsjiban, Tugas duan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan,
Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan
dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan
serta penjelasannya.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas,
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan *asas toleransi” adalah bahwa
Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai
dan menghormati.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “ases keberagaman® adalah bahwa
Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan
suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan,
Huraf ¢

Yung dimaksud dengan *asas kelokalan® adalah hahwa
Pcmajuan Kcbudayaan memperharikan karakteristik sumber
daya alam, ckosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat

sctempat, dan kearifan lokal.

Hurufd...
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Huruf d
Yang dirmaksud dengan "asas lintas wilayah™ adalah hahwa
Pemajuan Kcbudayaan memperhatiken dinamika budaya

lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Ruruf e
Yang dimaksud dengan “usas partsipatif” adalah bahwa
Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran
aktif Sctinp Orang baik secara langsung maupun lidak

langsung.

Huruf f
Yang <dimaksud dengan *asas manfaat”™ adalah  ULatiwa
Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa
depan schinggd dapat memberikan manfaat yang optimal
bagi kescjahteraan rakyat.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kcberlanjutan™ adalah bahwa
Pecrnajuan Kcbudayaan dilaksanakan secara sistematis,
terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus
menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber
Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan
generasi yang akan datang.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah
bahwa upaya Pemajuan Kcbudayaan menjamin kebebasan
individu atau keclompok dalamm menvampaikan ¢kspresi
kcbudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan

pcraturan perundang-undangan,

BHuorafi. ..
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Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas kcterpaduan” adalah bahwa
Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan
terkoordinasi  lintas  sektor, lintas wilayah, dan lintay

pemangku kepentingan.

Huruf j
Yang dimaksud dcngan “asas kcsederajatan® adalabh’ bahwa
Pemajuan Kebudayagan menjamin kedudukan yang sama

dalam masyaerakat yang memiliki Kebudayaan yang heragam.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa
P’emajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja

bersama yang tulus.

Pasal 4

Cukup jclas.

Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud denpgan “tradisi lisan” adalah tuturan yang
diwariskan secara turan-temurun olch masyarakar, antara

lain, scjarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita

rakyat.

Huraf b .,
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah heserla
scgala infarmasi yang terkandung di dalamnya, yang

memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, scrat, babad,

' hikayal, dan kitab.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “adat istiadar® adalah kebiasaan
vang didasarkan pada noiui terlentu dan dilakukan oleh
kelompok masyarakat sccara terus menerus dan diwariskan
pada generasi berikutnya, antasa lain, tate kelola lingkungan

dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “ritus” adaleh tates cara pelaksanaan
upacara atau kegratan yauy didasarkan pada nilai tertentu
dan dilakukan olch kelompok masyarakat sccara terus-
mcnerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara
lain, berbagai peraysan, peringatan kelahiran, upacara
perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan

beserta perlengkapannya.

Huruf e
Yung dimaksud dengan “pengetahuan tradisional® adalah
selureh  ide dan gagasan dalam masyvarakar, yang
mengandung nilai-rulai sctempat scbagai hasil pengalaman
nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan
secara terus-mencrus dan  diwariskan  pada- penerasi
berikutnya.

Pcngetahuan . . .
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Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana,
metode  penychatan, jamu, makanan dan  minuman
tradisional, serta pengelahuan dan kebiasean periluku

mengenal alam dan scmesta.

Huruf f
Yang dimaksud decngan “teknologi tradisional® adatah
kescluruban sarana untuk menyediakan barang-barang atau
cara yang diperluken bagi kelangsungan atau kenyamanan
hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan
keterammpilan masyarakat scbagai hasil pengalaman nyats
dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan
secata lerus-mencerus dan  diwanskan pada pgencrasi

berikutnya.

Teknalogi tradisicmg] anfara  Jain  arsilektur, perkakas

pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irtgasi.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “seni” adalah ckspresi artistik
individu, kolektif, atau komunal, yang bcrbasis warisan
budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang
terwigud  dalam  berbagal  bentuk  keplatan  dan/fatau
medium, Scni antara lain scni pertunjukan, scni rupa, seni

sastra, film, seni musik, dan scni media.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “bahasa® adalab sarana komunikasi
anrarmanusia, Laik berbentuk lisan, tulisan, maupun

isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa dacrah.

Fharufi . ..
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Hurafl i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat™ adatah berbagai
permainan vang didasarkan pada nilai tertentu  dan
dilakukan oleh kelompok masyarakal secara terus mencras
dan diwariskan pada generasi berkutnva, yang bertujuan
untuk menghibur diri, antara lain, permnainan kelereng,

congklak, gasing, dan pobak sodor,

Hurufj

Pasal b

Yang dimaksud dengan *olah raga tradisional® adalah
berbagai akUvitas fsik dan/atany mental ysng bertujuan
untuk menychatkan din, peningkatan daya tahan fubuh,
didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok
masyarakat secata terus-menerus, dan diwariskan pada
penerast benikuinya, antara lain, bela din, pasola, loropat

batu, dan debus.

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan Kebudavaan® adalah

stratecgi vang dilakukan sccara rasional dan sistematis melalul

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan

serlta rangkaian program vang mcmpcrhalikan Pelindungan,

Pcngembangan, Pemanfaaian, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasgl 8

Cukup jclas.

Pasal @ . ..
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“berjenjang” adalah penyusunan

scrangkaian dokumen secara berurutan dari Pokok Pikiran

Pemajuan Kebudayvaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran

Pemajuan Kebudayaan Dacrah provinsi, Strategi Kebudayean,

sampail dengan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompctensi® adalab  tingkat

penguasaan pengetahvan, keterampilan, danjarau keahlian

serta sikap yang relevan dalarn suatu bidang,

Yang dimaksud dengan “kredibilitas® adalah kualitas,

kapabilitas, atau kekuatan untuk menirnbulkan kepercayaan

yang diukur duri pencaprian sescorang dalam suatu bidang,

Ayat {2)

Culcup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Culup jelas,

Ayat (S)

Cukup jclas.

Pasal 12 . ..
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Pasal 12
Ayat (1)

Pemangku kepentingan antara lain pemangku adat, twkoh

masyarakatl, dan komunitas.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Ayat (3)
- Cukup jelas.

Avat (4)
Cukup jelas,

Ayat (5)
Cukup jelas,

lPasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah  tingkat
penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian

scita sikap yvang relevan dalam suaiu bidang,

Yang dimaksud dengan “kredihilitas” ‘adalah kualitas,
kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan
kepercavaan yang dinkur dari pencapaian seseorang dalam

suaty bidang.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “abstrak™ adalah rangkuman dar
51 tulisan dalamn [ormat yang sangat singkat atau dengan
kata lain penyajian atau gambaran ringkas vang berar,

tepat, dan jelas mengenai isi dokuroen,

Dokumen Kecbudavaan lainnya scperti dokumen cagar
budaya, dokumen kelautan, dan dokumen lingkungan

hidup.

Huruf b
Culkup jelas.

Hurufc

Cukup jclas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
ITuruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Faktor budayva di luar Objck Pemajuan Kcbudavaan
antara lain cagar budaya, masvarakat adat, lingkungan

hidup, dan data maritim di seluruh wilayah Indonesta,

Huruf ¢

Cukup jclas.

FHurnfd. ..
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Huruf d
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat {4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (B)
Cukup jelas,

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 14
Culaup jelas.

Pasal 15
Ayat [1]
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . ..
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Huruf b
Cukup jelas.
"Huruf c
Cukup jelas.
Elharaf d

Data Jlain tcrkait kcbudayaan

museum, film, dan buku.

Ayat (3)
Cukup jclas.

Ayat {4)
Cukup jelas.

Ayat ()
Cukup jelas,

Ayat (6}
Cukup jelas.

Ayal (7)
Cukup jelas.

Pasal 16
Avac (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan

scperti cagar budaya,

“pencatatan dan

pendokumentasian” adalah upaya merekam  uniuk

mengpambarkan . . .
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menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan

baltk wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan

untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan,

Huruf b

Cukup jelas.

turuf ¢

Cukup iclas.

Avat {2)
Cukup jelas,

Pasal 17
Culkup jelas,

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memfiasilitasi”

adalah segals

dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, vang

diberikan  untuk memudahkan Sctiap Orang dalam

melakukan pencatatan  dan  pendokumentasian, sesuai

dengan kemarpuan keUangan nepacs,

Ayat (3)
Cukup jclas.

Pasal LG, .,
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Pasal 19
Cukup jefas.
Pasal 20
Cukup jeclas.
Pasal 21
Cukup jelas,
Pasal 22
Ayat {]]

Cukup jelas,

Ayat {2)
Cukup jelas.

Ayat {3)
Yang dimaksud dengan “pihak asing™ adalah warga negara
asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing,

atau negara asing.

Ayat {4
Cukup jclas.

Pasalt 23
Cukup jelas.

Pagal 24 _
Cukup jelas.

Pasal 25 . ..
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Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat {1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
ITuruf a
Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah
menghidupkan kembali Objek Pecmajuan Kebudayaan
yang telah atau hampir musnab. Revitalisasi dilakukarn,
antara lain: .
4. mecnggall atau mecmpclajari kembali berbagal data
Objck FPemajuan Kcbudayaan danfatan Objek
Pemajuan Kebudayaan yang telah atau bhacpir
musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar
nCEcri;
b. mewujudkan kembali Objek Pemeajuan Kebudavaan
yang telah atau hampir musnah; dan
. mendorung kembali penggunaan Objeck Pemajuan
| Kcbudavaan yang telah atau hampir musnah.
Huruf b

Yang - dimaksud dengan “repatriasi”  adalah
mengembalitkan Objek  Pemajuan Kebudayaan yang
berada <@ luar wilayah Republik Indonesta ke dalam

wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara

Jain .
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lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudavaan
yang ada di luar negeri, kerja sama pengernbalian Objck

Pemejuan Kebudayaan dengan ncgara asing, dan
advokasi di tingkat internasional.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "restorasi” adalah
mengembalikan  atan memulihkan  Objek  Pemajuan

Kebudayaan ke keadean semulau,

Pasal 27
Cukup jclas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan

dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 29
Cukup jclas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat {l) . ..
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Ayat (2)
Cukup jclas.
Ayat (3)
"Hurula
Penycbarluasan  dilakukan  melalui  diseminasi  dan
diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui
penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran
budaya, pamcran, dan festival. Diaspora dilakukan,
antara [ain, melalui penyebaran pelaku budaya dan
identitas budaya ke luar negeri.
Huruf b
Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmigh
maupun metode kajian  tradisional untuk menggali
kembali nilai  kearifan  lokal untuk pengembangan
Kebudayaan masﬁ depan.
Huruf c
Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui
penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya
sesuai dengan konteks ruang dan waktu {adaptasi),
penciptaan kreasi baru  atau  kreasi  hasil  dari
pcngembangan budaya sebelumnya {inovasi), dan
penyerapan budaya asing menjaci ba.p,ian dari budaya
Indonesia [akulturasi).
I’asal 31
Cukup jelas.

Pasal 32 . ..
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Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufl a
Cukup jelas.
Huruf b .
Yang dimaksud dengan “ketahanan budaya” adalah
kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan
dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta
praktik budayanya yang relevan.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud denpgan “intcrmalisasi nilai budaya”
' adatah upaya menanamkan nilai budaya yanyg
menimbulkan kesadaran dan  kevakinan untuk
diwwjudkan dalam sikap dan perilaku.
Huruf b

Cukup jelas.

Hurulc. ..



Huruf ¢

Cukup jelas.,

Hurufd

Cukup jelas,

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Puasal 34
Ayat (1)
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Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk,

antara lain, di bidang perdagangan, perindustrian, dan

pariwisata.

Ayat (2)
Cukup jclas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

I'asal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas,

Pasal 37 . . .
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Pasa) 37
Ayat (1)

Kriteria industn besar didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengetur bidang perindusican
‘dan perdagangan.

Yang dimaksud dengan “pihek asing” adalah warga negura
asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing,

atau negara avsing.

Ayat [2)
Cukup jelas.

Ayat (3}
Menghidupkan dan menjega ekasistern Objek Pemajuan
Kebudayaan terkait, misalnya pada kain tenun, yaitu
memastikan ketersediaan pemintal, pencnun, bahan baku,

keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami.

Ayat (4]
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.,

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41 ...
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Puasal 41

Huruf a.
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jclas.

ifuruf ¢
Cukup jclas.

Hurufl d
Cukup jelas,

Hurufl ¢

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Kebudayasn”®

adalah fasilitas penunjang tersclenggaranya

aktivitas

Kebudayaan, antara lain, muscum, ruang pertunjukan,

galeri, sanggar, biaskop publik, perpustakean, tarmun kota,

kebun raya, gelanggany, dan taman budaya.

Hurul f
Cukup jclas.

Pasal 42
Hurul a

Cukup jelas.

Hurufl b
Cukup jelas.

Hurufic...
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Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas,
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan *sarana dan prasarana Kebudayaan®
adalah  fasilitasy  penunjang (ersclengpgaranya akuvitas
Kcbudayaan, antara lain muscum, ruang pertunjukan,
galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakesn, taman kola,
kebun raya, gelanggang, dan {aman budaya.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pzsal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jclas.

Pasal 46
Cukup jclas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayal (1)
Cukup jelas,

Avat (2} . ..
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Ayat (2)
Hutuf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd

Bentuk sumber lain yang sah dan tidak mengikat anrara
lain bantuan/hibah dari negara lain, hibah dar: lembaga
internasional, hiban darl  lembaga nasional, dan

pendanaun darl masyarakat.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1}
Yang dimaksud dengan “pihak yang berprestasi atau
berkoniribusi luar biasa® adalah pihak yang memiliki
pchgamh besar dan memberikan menfaar bagi masyarakat

secara luas.

Ayat (2) |
Cukup jelas.

Pasal 51 . ..
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t (1)
Fasilitas meliputi, antara lain, biaya hidup, mater, dan/atau
sarana prasarana, scsuai dengan kemampuan keuangan

negara.

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Manusia Kebudayaan
vang berjasa dan/fatau berprestasi luar biasa” - adaleh
Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang menghasilkan
karya besar yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau
meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Sumber Daya
Manusia Kebudayaan vang berjasy dan/alau berprestasi luar

hiase, misalnya maestro dan empu,

Ayart (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 52

Cukup jelas.

Ayat (1)

Aya

Contoh insentif berupa pengurangan dan/atau pembebasan
pajak, pengurangan den/atau pembebasan pungutaﬁ lain,

serta pcmbebasan bea impor/ekspor semnentara,

t(2)
Cukup jclas.

Pasal 33 . ..
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Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jclas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas,

Pasal 58
Cukup jelas,

Pasal 59
Cukup jclas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jclas.
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